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ABSTRAK  

This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance, namely: the 

effect of taxpayer awareness, knowledge of taxpayers and tax service authorities on taxpayer 

compliance with tax intensification and extensification as moderating variables. The method 

in this study uses a quantitative method with a descriptive verification approach. The subjects 

in this study are taxpayers who have a boarding house business of more than 10 doors and 

are registered with the Bappenda Kuningan. Sampling technique using Non Probability 

Sampling, in this study used Sample Saturated (Sampling Saturated). The analysis test in this 

study used an instrument test, classical assumption test, multiple linear regression test, 

interaction moderation test, coefficient of determination test, hypothesis testing 

(simultaneous and partial). The data collection instrument in this study was a questionnaire 
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or questionnaire. The results of this study indicate that taxpayer awareness, taxpayer 

knowledge and tax service services have a positive and significant effect on taxpayer 

compliance. Simultaneously all independent variables have a positive and significant effect 

on taxpayer compliance. And the partial test results show that taxpayer awareness, taxpayer 

knowledge and tax service services have a positive and significant effect on taxpayer 

compliance. Partial testing of the tax intensification and extensification variables moderated 

taxpayer awareness, taxpayer knowledge and tax service services on taxpayer compliance. 

 

Keyword : Extensification dan Intensification, Taxpayer Awereness, Knowledge of taxpayer, 

tax service and Tax service authorities on taxpayer compliance 

 

PENDAHULUAN  

Pembangunan nasional di Indonesia terdiri dari dua aspek penting, yaitu pembangunan material 

dan spiritual. Pembangunan spiritual meliputi aspek rohani, budaya, dan solidaritas sosial yang 

tercermin dalam hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Sementara itu, pembangunan 

material bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata di seluruh wilayah 

nusantara. Pembangunan ekonomi ini sangat bergantung pada penerimaan negara, terutama 

yang berasal dari sektor perpajakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 

yang menyatakan bahwa penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah, 

di mana pajak menjadi salah satu komponen dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat 

kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. 

Sementara itu, Rochmat Soemitro menambahkan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan 

untuk membayar keperluan publik dan digunakan sebagai modal pembangunan. Dengan 

demikian, pajak memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional, seperti 

peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indrawan 

(2021) menyatakan bahwa efektivitas pengumpulan pajak, seperti melalui audit dan penagihan 

pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara signifikan, yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembangunan nasional. 
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Selain pajak nasional, sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga memegang peranan penting 

dalam pembangunan regional. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 

2004, PAD diharapkan menjadi modal utama bagi daerah dalam membiayai pembangunan 

yang berkelanjutan. Sayangnya, kontribusi PAD masih belum optimal karena ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. 

Satu tantangan utama dalam pengumpulan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib 

pajak. Ngadiman & Hsulin (2015) menyebutkan bahwa banyak wajib pajak yang enggan 

memenuhi kewajibannya karena merasa terbebani secara ekonomi. Kepatuhan pajak mencakup 

pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pembayaran pajak tepat waktu, serta pelaporan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan. Suhendar dan Hakim (2021) menekankan 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kebijakan dan kesadaran fiskal yang 

ditanamkan oleh pemerintah serta kemampuan fiskus dalam membangun kepercayaan dan 

edukasi perpajakan kepada masyarakat. 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak kos-kosan menetapkan tarif sebesar 

10% untuk kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Meskipun regulasi telah ditetapkan, realisasi 

pendaftaran dan pembayaran pajak kategori kos-kosan di Kabupaten Kuningan masih jauh dari 

optimal. Data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan 

menunjukkan bahwa dari total 237 kos-kosan pada tahun 2021, hanya 58 yang telah 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, lebih dari 75% pemilik kos-kosan 

tidak patuh terhadap kewajiban pendaftaran pajak. 

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak kategori kos-kosan juga menunjukkan tren yang 

menurun. Pada tahun 2016, penerimaan mencapai 45% dari target yang ditetapkan, tetapi pada 

tahun 2020 dan 2021 hanya tercapai 39% dan 38%. Rata-rata realisasi selama enam tahun 

terakhir hanya sebesar 40,5%. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak 

kategori kos-kosan masih sangat rendah, yang berdampak signifikan terhadap pendapatan 

daerah. Indrawan dan Sastradipraja (2020) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor kepatuhan 

pajak pada sektor UMKM dan usaha kecil lainnya, seperti kos-kosan, dipengaruhi oleh 

pengetahuan pajak, kebijakan fiskus, dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat pembayaran 

pajak itu sendiri. 
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Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya rendahnya kesadaran 

wajib pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, serta buruknya kualitas pelayanan fiskus. 

Imam dan Hadi (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat bergantung pada kesadaran 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Banyak masyarakat yang menganggap pajak 

sebagai beban ekonomi sehingga cenderung menghindarinya. Sementara itu, Siti Kurnia 

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak 

memahami fungsi dan tujuan pajak bagi negara. 

Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penentu dalam kepatuhan 

pembayaran pajak. Ani Nuryanti (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak mencakup 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan pengetahuan yang 

memadai, wajib pajak diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Namun, beberapa studi menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh 

pengetahuan terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, penelitian Ermawati (2018) menyatakan 

bahwa pengetahuan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. 

Selain itu, kualitas pelayanan fiskus turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong 

mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut Nugraheni (2015), fiskus diharapkan 

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan responsif. Di sisi lain, 

pelayanan yang buruk dapat memicu kebingungan dan keluhan dari wajib pajak, sehingga 

mereka enggan membayar pajak. 

Untuk mengatasi masalah ini, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat dijadikan solusi. 

Intensifikasi pajak bertujuan untuk menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada 

melalui peningkatan kepatuhan Akbar, M. F.,&Indrawan, R. (2022).. Sementara itu, 

ekstensifikasi pajak bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak baru melalui perluasan 

basis pajak. Suparmo (2010) menjelaskan bahwa intensifikasi pajak merupakan upaya 

peningkatan penerimaan daerah melalui kepatuhan subjek pajak, sedangkan ekstensifikasi 

mencakup pencarian subjek pajak yang belum terdaftar. 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

menerapkan sistem self-assessment yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Namun, penerapan 
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sistem ini belum sepenuhnya berhasil karena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih 

rendah dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kategori kos-kosan di Kabupaten Kuningan, dengan 

fokus pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. 

Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peran moderasi dari intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak dalam memperkuat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan ialah  metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian ini akan mengetahui hubungan yang 

cukup signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan dapat memperjelas 

gambaran mengenai objek yang diteliti. Maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian 

deskriftif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, dan metode penelitian verifikatif 

digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis. Dalam penelitian ini, metode deskriftif 

dan metode verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan wajib pajak , dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak pada kategori kos-kosan dengan variabel pemoderasi yaitu intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau 

ditolak. 

Populasi dalam penelitian ini ialah jumlah wajib pajak yang mempunyai usaha kos– kosan di 

Kabupaten Kuningan sebanyak 237 wajib pajak. Adapun pengukuran ukuran sampel penelitian 

ini menggunakan rumus slovin dimana untuk memperkecil jumlah responden yang terlalu 

banyak untuk mempermudah dalam penyebaran kuisioner. 

jenis data dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dimana data yang bersifat numeric atau 

angka yang dapat dianalisa dengan menggunakan statistik. Sedangkan, data kualitatif data yang 

digunakan untuk penelitian kualitatif yang berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena 

tertentu yang biasanya tidak bisa atau sulit diukur. 
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan angket atau 

kuisioner pada responden. Menurut Sugiyono (2019:199) bahwa: “kuisioner ialah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.” Teknik ini memberikan 

tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai dengan 

kondisi yang ada, tanpa menyimpulkan atau membuat generalisasi. Dalam penelitian ini, 

analisis deskriptif diterapkan untuk meninjau beberapa variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, intensifikasi pajak, dan 

ekstensifikasi pajak. Setiap variabel dianalisis untuk memahami sejauh mana responden 

mencapai kriteria yang ditetapkan, yang kemudian dikategorikan ke dalam tingkatan rendah, 

sedang, atau tinggi. 

a) Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu variabel yang penting dalam penelitian ini. 

Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan instrumen penelitian berupa angket yang 

terdiri dari sejumlah pernyataan. Untuk menggambarkan tingkat kesadaran wajib pajak 

secara keseluruhan, hasil pengumpulan data dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak berada dalam kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki pemahaman dasar mengenai 

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun belum sepenuhnya maksimal. 

Responden cenderung memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap negara melalui 

pajak, tetapi penerapan kesadaran ini dalam praktik masih memerlukan dorongan lebih 

lanjut. 

b) Analisis Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak (X2) 

Pengetahuan wajib pajak adalah variabel yang mengukur sejauh mana pemahaman wajib 

pajak tentang aturan dan prosedur perpajakan. Variabel ini juga dianalisis melalui 
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pernyataan-pernyataan dalam angket yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat 

pemahaman responden. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berada dalam kategori sedang. 

Artinya, sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan 

perpajakan, seperti jenis-jenis pajak, kewajiban pelaporan, dan mekanisme pembayaran. 

Namun, terdapat beberapa area yang masih memerlukan edukasi lebih lanjut, khususnya 

dalam hal detail teknis yang sering kali menjadi kendala. Peningkatan pengetahuan 

diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik. 

c) Analisis Statistik Deskriptif Pelayanan Fiskus (X3) 

Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib 

pajak. Variabel ini dievaluasi berdasarkan pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi 

dengan petugas pajak, termasuk aspek-aspek seperti responsivitas, keramahan, dan 

kemampuan memberikan solusi terhadap permasalahan wajib pajak. 

Berdasarkan hasil analisis, pelayanan fiskus berada dalam kategori sedang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merasa cukup puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh petugas pajak. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk 

perbaikan, terutama dalam hal efisiensi dan pendekatan yang lebih proaktif dalam 

membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Peningkatan kualitas pelayanan 

fiskus dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan 

pajak. 

d) Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel ini dievaluasi berdasarkan 

data yang menunjukkan kecenderungan wajib pajak dalam melaporkan, membayar, dan 

mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga berada dalam kategori 

sedang. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak telah berusaha 

mematuhi kewajibannya, masih terdapat beberapa yang menghadapi kendala. Faktor-faktor 

seperti pemahaman yang kurang, ketidaktahuan tentang prosedur tertentu, atau pengalaman 

buruk dengan pelayanan fiskus dapat menjadi penyebab utama tingkat kepatuhan yang 

belum optimal. 
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e) Analisis Deskriptif Intensifikasi Pajak (Z1) 

Intensifikasi pajak mencerminkan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui 

optimalisasi sumber daya yang sudah ada, seperti peningkatan pengawasan atau penerapan 

kebijakan baru yang lebih efektif. Variabel ini dievaluasi untuk memahami sejauh mana 

upaya intensifikasi telah memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Analisis menunjukkan bahwa intensifikasi pajak berada dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan kebijakan atau program yang telah diterapkan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Keberhasilan ini 

dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih terarah guna meningkatkan 

kontribusi wajib pajak dalam skala yang lebih luas. 

f) Analisis Deskriptif Ekstensifikasi Pajak (Z2) 

Ekstensifikasi pajak merujuk pada upaya memperluas basis penerimaan pajak melalui 

pendaftaran wajib pajak baru atau identifikasi sumber pendapatan pajak yang sebelumnya 

belum terjangkau. Variabel ini penting untuk mengukur keberhasilan strategi ekspansi yang 

dilakukan oleh otoritas perpajakan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak juga berada dalam kategori tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk memperluas cakupan penerimaan pajak telah 

berjalan dengan baik. Strategi seperti sosialisasi yang intensif dan penggunaan teknologi 

untuk menjangkau wajib pajak baru telah memberikan dampak yang signifikan. Namun, 

keberlanjutan dari hasil ini tetap bergantung pada konsistensi dan adaptasi kebijakan sesuai 

dengan perubahan di lapangan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu 

model regresi, suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, menggunakan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov Test, dengan ketentuan apabila nilai signifikansi dibawah 

5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, apabila nilai signifikansi 

diatas 5% atau 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS Statistic Version 20, 

maka diperoleh hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

 

(Sumber : Output SPSS 

20) 

 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukan bahwa uji normalitas Kolmogorov-smirnov pada 

variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), pelayanan fiskus (X3), 

kepatuhan wajib pajak (Y) dan intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2). 

hasilnya menunjukan bahwa data variabel residual memiliki nilai asympt.sig (2-tailed) 

sebesar 0,829 nilainya > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi 

normal. 

 

b) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghazali (2013) menjelaskan bahwa “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi, Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokolerasi”. untuk mengetahui hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 
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(Sumber: Output SPSS 20) 

Berdasarkan tabel 4.18, menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed) > 0,05 (0,623 

> 0,05) dan dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi autokorelasi. 

c) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada regresi moderasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dalam bentuk presentase (%). 

Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan koefisien 

korelasi. 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan aplikasi SPSS Version 20 for 

Windows diperoleh data hasil analisa determinasi berganda sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Analisis Koefisien Determinasi Sebelum Uji Interaksi Moderasi 

 

(Sumber: Output SPSS 20) 

Berdasarkan tabel 4.22, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,422. Hal 

ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), 
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pelayanan fiskus (X3), intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2) 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 42,2%, sedangkan sisanya 

57,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini : 

Tabel 4 

Hasil Pengujian Analisis Koefisien Determinasi Setelah Uji Interaksi Moderasi 

Model Summaryb 

 

Mode 

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .699a .489 .456 2.336 

a. Predictors: (Constant), TX3_TZ2, TX2, 

TX1, TZ1, TZ2, TX3, TX1_TZ2, TX2_TZ2, TX2_TZ1, 

TX1_TZ1, 

TX3_TZ1 

b. Dependent Variable: TY 

(Sumber: Output SPSS 20) 

Berdasarkan tabel 4.23, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi setelah adanya variabel 

moderasi intensifikasi pajak (Z1) dan ekstensifikasi pajak (Z2) meningkat sebesar 0,456. Hal 

ini menunjukan bahwa kepatuahn wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh TX3_Z2, T.X2, T.Z1, 

T.X3, T.X1, T.Z2, TX2_Z1, TX2_Z2, TX3_Z1, TX1_Z2, TX1_Z1 sebesar 45,6% 

sedangkan sisanya 54,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Pengujian Hipotesis 

a) Uji F (Simultan) 

Uji F bertujuan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen 

yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2) dan pelayanan fiskus (X3) 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak 

(Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan α = 0,05 atau 5% pada df1 = 3-1 = 2, 

sedangkan df2 = 150-3 = 147, maka nilai Ftabel sebesar 3,006 . Adapun kriterianya jika Sig 

< 0,05 Fhitung maka H0 ditolak dan Ha diterima, begitu sebaliknya jika Fhitung > Ftabel 

maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan. 
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Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS Version 20 for Windows maka 

diperoleh data dan hasil analisis sebagai berikut : 

 

 

Tabel 5 

Hasil Pengujian Uji Simultan 
 

(Sumber: Output SPSS 20) 

Pada tabel 4.24, terlihat Fhitung sebesar 22,800 Sig sebesar 0,000. Jika dilakukan 

perbandingan maka nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai Fhitung > Ftabel (22,800 > 

3,006 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

wajib pajak, pelayanan fiskus secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Pembahasan 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi 

kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus maka kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya akan semakin 

meningkat. Karena kesadaran wajib pajak terwujud dalam sikap dan tingkah laku untuk 

melaksanakan hak dan keajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 



 

13 Tantry Dwi Suci Agustina| JIMEB VOLUME 1 NO. 3 
 

Kepatuhan wjaib pajak untuk membayar kewajibannya juga tergantung bagaimana petugas 

fiskus memberikan pelayanan kepada wajib pajak. penjelasan ini sesuai dengan theory of 

planned behaviour yakni perilaku patuh (compliance) wajib pajak sangatlah dipengaruhi 

oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, sikap, norma subjektif serta control perilaku 

yang dipersepsikan. Melalui peningkatan fasilitas pelayanan dengan teknologi infomasi, 

seluruh kegiatan perpajakanpun semakin transparan, karena wajib pajak tidak perlu merasa 

curiga atau melakukan perlawanan dengan alasan penyalahgunaan dana pajak. Kualitas 

pelayanan juga tidak hanya ditekankan pada teknologi informasi, akan tetapi menyangkut 

kualitas manusia, proses, dan lingkungan. Ketika wajib pajak sudah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka akan menimbulkan kesadaran diri wajib pajak 

untuk melakukan pembayaran pajaknya. Dari kepuasan dan kesadaran itu, maka kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura Yohana (2016) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan dan kualitas 

pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis pada uji  bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar kewajiban perpajakannya. 

Kesadaran wajib pajak tidak hanya meliputi administrasi dan hal teknis lainnya, akan tetapi 

kesadaran wajib pajak juga ada pada kesadaran untuk mentaati ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku Hamzah, A., et al (2022). Karena semakin tinggi 

kesadaraan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Amanda et al 

dalam Rizka Nurhidayah (2020) menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan akan timbul 

dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, 

sehingga dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu 

pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grisela et al (2019) yang 
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menyatakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib 

pajak akan bertambah sehingga pendapatan daerah akan meningkat. 

Pengaruh Intensifikasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis pada uji t (parsial) bahwa variabel intensifikasi pajak dapat 

memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan 

bahwa adanya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga 

meningkat. Program intensifikasi pajak secara internal dapat dilihat dari berbagai kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya ialah tax amnesty (pengampunan pajak), 

dimana program pengampunan pajak tersebut merupakan program strategi pemerintah 

untuk mendalami potensi pajak yang selama ini dimiliki negara namun tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

Kesadaran membayar pajak memang timbul dari dalam diri wajib pajak, akan tetapi apabila 

dilakukan sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak itu akan 

menjadi lebih efektif. Karena, para wajib pajak akan merasa diperhatikan dalam melakukan 

pembayaran kewajibannya. Intensifikasi pajak menjadi salah satu pendekatan untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran 

pajak. Dalam hal ini, intensifikasi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Irwadi (2015), 

Afifah et al (2019) yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak dapat memoderasi 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis pada uji  bahwa variabel ekstensifikasi pajak dapat memoderasi 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan meningkatkan 

kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. 
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Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory) yang menjelaskan tentang 

kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang 

datangnya dari luar individu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan. Maka dari itu jika kesadaran wajib pajak meningkat akan 

meningkatkan pula kepatuhan pembayaran pajak, sehingga penerimaan daerah yang 

bersumber dari pajak akan bertambah 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Irwadi (2015), 

Afifah et al (2019) yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak dapat memoderasi 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan kesimpulan terhadap data penelitian 

yang telah terkumpul kemudian diolah mengenai : “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagai variabel moderasi” 

dengan wajib pajak yang mempunyai usaha kos-kosan yang terdaftar di Bappenda Kuningan. 

1. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi perubahan 

pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus akan 

menyebabkan perubahan pada kepatuhan wajib pajak yang mempunyai usaha kos-kosan 

untuk membayar kewajiban perpajakannya. 

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, artinya jika kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya itu tinggi 

maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dan begitu juga 

sebaliknya. Jika kesadaran wajib pajak rendah maka akan diikuti pula dengan rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 

3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, artinya jika pengetahuan wajib pajak membayar kewajibannya itu tinggi maka 

akan diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dan begitu juga sebaliknya. 

Jika pengetahuan wajib pajak rendah maka akan diikuti pula dengan rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 

4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya jika kualitas pelayanan fiskus memberikan mutu pelayanan yang maksimal dan 
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berkualitas kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan senag dan itu akan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan fiskus tidak 

memberikan mutu pelayanan yang baik dan tidak berkualitas, maka akan mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. 

5. Intensifikasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya adanya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan 

mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak pun akan meningkat. 

6. Intensifikasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak akan 

menambah pengetahuan wajib pajak, sehingga ketika pengetahuan wajib pajak 

bertambah maka wajib pajak akan memiliki kesadaran sehingga tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat. 

7. Intensifikasi pajak memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus ialah salah satu kegiatan 

pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. sehingga apabila pelayanan fiskus 

maksimal dan memuaskan, maka wajib pajak akan merasa percaya. Ketika wajib pajak 

sudah merasa percaya, tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat. 

8. Ekstensifikasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak, artinya adanya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan 

mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak pun akan meningkat. 

9. Ekstensifikasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak 

akan menambah pengetahuan wajib pajak, sehingga ketika pengetahuan wajib pajak 

bertambah maka wajib pajak akan memiliki kesadaran sehingga tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkat. 

10. Ekstensifikasi pajak memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, 

artinya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus ialah salah satu 

kegiatan pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. sehingga apabila 

pelayanan fiskus maksimal dan memuaskan, maka wajib pajak akan merasa percaya. 

Ketika wajib pajak sudah merasa percaya, tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat 
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